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 Kartu Indonesia pintar merupakan pemberian bantuan berupa uang tunai dari pemerintah 
yang diberikan kepada anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun yang yang berasal dari keluarga 
yang kurang mampu. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan, meringankan biaya 
pendidikan dan mencegah terjadinya anak putus sekolah. Di SDN Sidosari merupakan salah satu 
sekolah yang ada di Kecamatan Natar yang masyarakatnya mendapat kartu Indonesia pintar.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaptepatan sasaran dalam pemberian 
bantuan dan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program kartu Indonesia pintar. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan dan pengorganisasian 
program kartu Indonesia pintar serta untuk mengetahui pelaksanaan program kartu Indonesia 
pintar di SDN Sidosari Kecamatan Natar. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian yang dilakukan untuk 
mempelajari secara mendalam mengenai keadaan latar belakang dan interkasi lingkungan sosial 
baik individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun 
informan dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari 1 orang Operator kartu Indonesia pintar di 
SDN Sidosari dan 1 orang aparatur desa Sidosari. Dan terdapat responden yang terdiri dari 12 
orang masyarakat yang diambil dari 10% dari jumlah masyarakat penerima kartu Indonesia 
pintar di SDN Sidosari. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) faktor yang 
dikemukakan oleh George Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 
birokrasi. 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program kartu Indonesia pntar 
di SDN Sidosari Kecamatan Natar belum berjalan dengan maksimal. Belum maksimalnya 
disebabkan kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pihak aparatur desa dan pihak sekolah 
kepada masyarakat penerima kartu Indonesia pintar. Selain itu, tidak dilakukannya pembaruan 
dan pengecekan kembali terkait data penerima kartu Indonesia pintar sehingga pada saat 
pendistribusiannya dinilai kurang tepat sasaran. Sebagai peneliti bukan hanya mengkritik tetapi 
juga menawarkan saran dan solusi untuk memaksimalkan implementasi program yaitu dengan 
meningkatkan komunikasi sosialisasi antara pihak yang terkait serta diharapkan adanya 
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A. Penegasan Judul 
Langkah awal untuk memahami judul di dalam skripsi supaya tidak terjadi salah 
penafsiran mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan judul skripsi, maka dirasa perlu 
bagi peneliti untuk memberi penegasan lebih dahulu terhadap beberapa istilah yang 
terdapat dalam judul “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa 
Sidosari Kecamatan Natar”.  
Mempertegas istilah-istilah yang terdapat pada judul diatas agar lebih mudah 
dimengerti dan dipahami, serta memberikan penjelasan didalam memahami maksud judul 
skripsi ini, penulis akan menguraikan definisi istilah yang terdapat pada judul tersebut. 
Berikut istilah-istilah yang terdapat didalam judul, akan diuraikan sebagai berikut: 
Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 
telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah perencanaan 
dianggap selesai.1 Dikutip menurut Inu Kencana Syafiie implementasi adalah yang terjadi 
setelah peraturan perundang-undangan ditetapkan, yang telah memberikan otorisasi pada 
suatu program, kebijakan, atau bentuk hasil (output) yang jelas (tangible). Istilah 
implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengkuti maksud tentang tujuan-
tujuan didalam program dan hasil-hasil yang diingatkan oleh para pejabat pemerintah.2 
Implementasi secara konsepsional merupakan sebuah kegiatan maupun program 
yang tercantum dalam kebijakan dan telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam suatu 
keputusan. Dari tujuan tersebut, kemudian sebuah kegiatan implementasi dinilai apakah 
implementasi baik, sedang, atau bahkan gagal mencapai tujuan.3 
Kebijakan menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho merupakan suatu kata benda 
asli mengenai tindakan dari seseorang atau kelompok mengenai rambu-rambu tindakan 
seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu.4 Oleh karena itu kebijakan 
mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan juga kebijakan meliputi pelaksanaan 
serta evaluasi dari tindakan tersebut. 
Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian 
bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun yang berasal 
dari keluarga miskin, rentan miskin, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta 
Program Keluarga Harapan (PKH) dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Program kartu Indonesia pintar (KIP) merupakan kelanjutan dariprogram 
bantuan siswa miskin. 
                                                         
1Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 562. 
2Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: PT. Rieneeka Cipta, 2008), h. 56. 
3Budiman Rusli, Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Public Yang Responsif, (Hakim Publishing: Maret, 2013), h. 
83. 
4H.A.R Tilaar, Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan,  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), h. 36. 
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Berdasarkan penegasan judul diatas, maka penulis memasukkan bahwa judul 
Implementasi Program Kartu IndonesiaPintaradalahpenelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendidikan dari pemerintah (Kartu Indonesia 
Pintar) di SDN Sidosari Kecamatan Natar. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun hal-hal yang menarik atau alasan penulis dalam memilih judul adalah 
sebagai berikut: 
1. Kartu Indonesia pintar (KIP) merupakan suatu program bantuan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dengan tujuan awal untuk memberikan pelayanan pendidikan dan mencegah 
siswa putus sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu 
sehingga dapat meringankan biaya pendidikannya. Akan tetapi, fakta dilapangan 
mengatakan masih terdapat beberapa masyarakat dari keluarga kurang mampu namun 
tidak mendapatkan kartu Indonesia pintar tersebut, sehingga mereka mengeluhkan 
tentang kebijakan program pelayanan pendidikan dari pemerintah ini kurang dirasakan 
manfaatnya.  
2. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penelti tekuni yaitu Pemikiran Politik Islam, 
dalam jurusan ini terdapat mata kuliah analisis kebijakan publik dan menambah 
pengetahuan peneliti tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
3. Penelitian ini di dukung dengan data-data dan literatur yang memadai serta lokasi 
penelitian mudah dijangakau. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan serangkaian usaha yang sangat efektif untuk mencapai 
kemajuan bangsa akan berwujud secara nyata dengan usaha untuk menciptakan ketahanan 
nasional. Keberhasilan suatu sistem pendidikan dikatakan baik dengan menghasilkan 
Sumber Daya Manusia yang bermutu, berkemampuan dan memiliki kemauan untuk 
senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus. Hal ini sesuai dnegan 
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
memajukan kesejahteraan umum. 
Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah kemiskinan karena 
kemiskinan menjauhkan masyarakat untuk menjangkaunya, kemiskinan juga menyebabkan 
terbatasnya minat masyarakat dalam mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan disini 
berperan penting dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Beberapa ciri masyrakat 
miskin ditinjau dari berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi yaitu dengan rendahnya 
kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan dan keterampilan yang memiliki dampak 
pada rendahnya penghasilan sehingga menyulitkan untuk memperoleh pendidikan. 
Hak untuk memperoleh layanan pendidikan  tercantum dalam Undang-Undang Dasar  
1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
negara” dan pada pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan 
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat manusia”.
5
 Di dalam undang-undang juga telah diatur tentang sistem 
                                                         
5Undang-Undang Dasar 1945 
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pendidikan di Indonesia pada Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan nasional, sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 “bahwa setiap warga 
negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, pendanaan 
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 
dan masyarakat”.  
Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan dari Program 
Indonesia Pintar ialah merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya pernah ada 
yaitu Bantuan Siswa Miskin. Program ini bertujuan guna meningkatkan akses pendidikan 
anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan sampai tamat pendidikan dan 
ikut serta mencegah anak putus sekolah.6 
Kebijakan dari program kartu Indonesia pintar merupakan program pemerintah yang 
diluncurkan untuk mengatasi masalah yang kerap kali terjadi karena masih banyak siswa 
yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan sangat rentan terhadap terjadinya putus 
sekolah. Hal ini disebabkan karena perekonomian keluarga yang tidak mampu serta kurang 
mendukung, sehingga anak tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah. Sumber dana dari 
program ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).  
Program ini merupakan program kerja sama dengan tiga kementrian yaitu 
Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Sosial (Kemensos), 
serta Kementrian Agama (Kemenag).
7
 Salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Natar 
yang memiliki siswa penerima bantuan Program Kartu Indonesia Pintar adalah SD N 
Sidosari. SD N Sidosari terletak di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 
Selatan. Terdapat 103 siswa yang menerima bantuan program kartu Indonesia pintar. 
Masing-masing siswa di sekolah ini menerima bantuan sebesar Rp. 450.000,00 pertahun 
dan ada juga yang menerima sebesar Rp. 225.000,00 pertahun. Dana tersebut tujuannya di 
gunakan untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantara lain untuk membeli tas, 
buku alat tulis dan keperluan lainnya. 
Namun yang terjadi adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga yang 
mampu terdafatar sebagai penerima  dana Program KIP  serta masih adanya siswa yang 
berasal dari keluarga yang kurang mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima dana 
bantuan program KIP. Padahal yang seharusnya pemerintah meluncurkan program ini yang 
dikhususkan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu supaya 
mendapatkan kesempatan dalam pendidikan yang sama. Fungsi dari dana program ini 
adalah pembelian buku serta alat tulis sekolah, pembelian seragam sekolah, perlengkapan 
sekolah seperti tas, sepatu, biaya transportasi ke sekolah, uang saku, dan keperluan lainnya 
yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. 
Permasalahan lain yang terjadi dalam Program Kartu Indonesia Pintar ini belum 
berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan hal ini terlihat dari masih 
rendahnya pengetahuan wali murid tentang peruntukkan bantuan KIP, dalam pemberian 
                                                         
6Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, Petunjuk Teknik Program 
Indonesia Pintar (PIP), (Jakarta: Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2016), h 
2. 
7https://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/ (Diakses pada, 12 Desember 2019 Pukul 20.58 WIB).  
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bantuan ini kurang tepat sasaran, terdapat penyalahgunaan pemanfaatan bantuan dana 
Program Kartu Indonesia Pintar oleh penerima bantuan program ini. Terjadi kesulitan bagi 
pemerintah untuk mengawasi karena penyaluran bantuan dana tersebut langsung ke orang 
tua siswa dan orang tua siswalah yang mengelola, sehingga sekolah tidak mengetahui 
dengan jelas dana tersebut digunakan untuk apa saja, pada saat wali murid tidak bisa 
mengelola dana tersebut dengan baik maka akan terjadi banyak penyalahgunaan dari dana 
tersebut untuk pribadi melainkan untuk kebutuhan pendidikan anak. 
Sesuai dengan hasil wawancara Ibu Zulaikha Trimastuti S.Pd selaku Operator 
program kartu Indonesia pintar di SD N Sidosari Kecamatan Natar:  
“Jauh lebih lanjut KIP ini pada dasarnya bertujuan untuk pengentasan 
masalah pendidikan yang berupa bantuan uang tunai, tetapi masih terdapat 
permasalahan yang terkait program kartu Indonesia pintar ini dinilai kurang 




Adanya kebijakan program kartu Indonesia pintar yang berasal dari pusat ini 
mendorong untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian 
ini perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai 
implementasi program kartu Indonesia pintar di SD N Sidosari Desa Sidosari Kecamatan 
Natar. 
 
D. Fokus Penelitian  
Penelitian ini bertempat di SDN Sidosari Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten 
Lampung Selatan. Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Program Kartu Indonesia 
Pintar. Adapun sub fokus pada penelitian ini ialah sebagai berikut:  
1. Proses penyusunan dan pengorganisasian rencana program kartu Indonesia pintar. 
2. Pelaksanaan program kartu Indonesia pintar di SD N Sidosari Kecamatan Natar. 
 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik 
meneliti lebih dalam mengenai: 
1. Bagaimana proses penyusunan dan pengorganisasian rencana program kartu Indonesia 
pintar di SDN Sidosari  Kecamatan Natar ? 
2. Bagaimana pelaksanaan program kartu Indonesia pintar di SDN Sidosari Kecamatan 
Natar ? 
 
F. Tujuan Penelitian  
Penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji dari 
kebenaran suatu pengetahuan. Setiap penelitian yang dilakukan pasti memliki tujuan. 
Adapun tujuan dari penelitin ini adalah:  
1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan dan pengorganisasian rencana 
program kartu Indonesia pintar di SDN Sidosari Kecamatan Natar. 
                                                         
8Zulaikha, Wawancara dengan penulis, (Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan: 07 Januari 
2020, pukul 09.30 WIB). 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kartu Indonesia pintar di SDN 
Sidosari Kecamatan Natar.  
 
G. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini bagi akademisi dan masyarakatberguna untuk menambah informasi serta 
wawasan pemikiran khususnya pengembangan ilmu politik tentang kebijakan 
pemerintah terkait program kartu Indonesia pintar.  
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah 
pengetahuan yang luas dan diharapkan mampu membantu proses pembelajaran secara 
akademik dalam lingkungan kampus khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. 
 
H. Metodologi Penelitian 
Menurut Hadi Sutrisno, penelitian merupakan usaha untuk menemukan, 
mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan yang dilakukan dengan cara 
menggunakan metode ilmiah. Sedangkan menurut Narbuko dan Abu Achmadi, metode 
penelitian merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan 
fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.  
Metode penelitian merupakan cara memaparkan secara teknis mengenai metode-
metode yang digunakan dalam penelitian.9Penggunaan metode yang tepat dan benar 
diharapkan dapat mengantarkan kepada analisis terhadap masalah-masalah yang dijadikan 
tema proposal secara kritis. Terciptanya sebuah penelitian yang sesuai dengan metode yang 
diharapkan, maka dirasa perlu bagi seorang peneliti untuk menggunakan beberapa metode. 
Adapun metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 
 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta 
serta sifat-sifat populasi dan pada objek tertentu. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor, 
mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai susunan penelitian yang menghasilkan data 





2. Jenis Penelitian dan Sifat penelitian 
a. Jenis Penelitian  
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar 
belakang kondisi lapangan dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, 
lembaga atau masyarakat.
11
Penelitian ini mengangkat suatu data, informasi dan 
permasalahan yang ada di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan program kartu 
Indonesia pintar di SDN Sidosari Kecamatan Natar.  
 
                                                         
9Sedermayanti, Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.25. 
10Lexy J. Moleong, Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58. 
11Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32. 
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b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengeksplorasi 
dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 
mendeskripsikan atau menggambarkan sejumlah objek yang berkenaan dengan masalah 
yang diteliti.
12
Penelitian ini hanya menggambarkan dan mengemukakan yang terjadi 
pada objek penelitian sesuai dengan kenyataan.
13
Dalam hal yang berkaitan dengan 
penelitian ini adalah menggambarkan tentang pelaksanaan kebijakan program kartu 
Indonesia pintar di SDN Sidosari Kecamatan Natar. Dengan demikian, laporan 
penelitian akan diberi kutipan data untuk memberikan  gambaran penyajian laporan 
tersebut. Data tersebut berasal dari misalnya naskah wawancara, catatan lapangan, 
catatan atau memo dan dokumen resmi. 
 
3. Sumber Data  
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, sedangkan sumber data yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu: 
 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber 
pertama. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam 
pengambilan sampel yang digunakan sebagai sumber wawancara. Purposive sampling 
adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, selain itu dengan 
teknik ini peneliti hanya memilih beberapa sampel yang dijadikan sebagai informan 
yang sekiranya sudah mampu memberikan jawaban atas informasi-informasi yang 
dibutuhkan oleh peneliti. Untuk mendapatkan data wawancara, maka peneliti 
melakukan wawancara dengan 1 orang yaitu perwakilan dari Aparatur Desa Sidosari 
dan 1 orang operator SD N Sidosari. Adapun data informan dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
 
1) Bapak Alhadi selaku Ketua RT Dusun Sindang Liwa Desa Sidosari Kecamatan 
Natar. 
2) Ibu Zulaikha Trimastuti selaku operator KIP SD N Sidosari Kecamatan Natar. 
 
Wawancara yang dilakukan dengan Aparat Desa dan Operator SD N Sidosari 
Kecamatan Natar diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang akan diteliti 
oleh peneliti. Serta mewawancarai beberapa masyarakat yang menjadi responden 
berdasarkan tekhnik purposive sampling. Jumlah populasi yaitu masyarakat penerima 
KIP sebanyak 103 orang yang kemudian diambil 10% dari jumlah populasi untuk 
dijadikan sampel, jadi responden berjumlah 12 orang. Adapun data responden dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
 
1) Sri Maryani selaku warga penerima KIP  
2) Nur Eliza selaku warga penerima KIP 
3) Nur Laili selaku warga penerima KIP 
                                                         
12Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 75.  
13Burhan Bunga,  Analisis Data Penelitian Kualitatif,  (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), h. 39.  
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4) Evi Astuti selaku warga penerima KIP 
5) Wiwin Hariyani selaku warga penerima KIP 
6) Marini selaku warga penerima KIP 
7) Risnayati selaku warga penerima KIP 
8) Rahmawati selaku warga penerima KIP 
9) Ernit selaku warga penerima KIP 
10) Meri Handayani selaku warga penerima KIP 
 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakandata yang sudah jadi, ataudipublikasikan untuk umum 
oleh instansi atau lembaga baik dalam bentuk laporan ataupun dalam bentuk karya tulis 
(buku) tetapi tidak diberikan secara langsung pada yang mencari data. Data sekunder 
disebut juga dengan data tersedia.
14
Data-data yang diperoleh oleh peneliti saat 
melakukan penelitian, saat observasi, dan pada saat wawancara pada informan 
penelitian dapat dilihat dari tabel 1.1 yang dibedakan berdasarkan jenis data dan sifat 
data sehingga kedua data tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam karya 
tulis ilmiah. Berikut adalah tampilan tabel 1.1  
Tabel 1.1  
Data Sekunder 
 
No.  Jenis Data Sifat Data 
1.  Sejarah Desa Sidosari  Arsip Desa Sidosari 
2.  Kondisi Geografis dan Demografis 
Desa Sidosari  
Arsip Desa Sidosari 
3.  Sarana dan Prasarana Desa Sidosari  Arsip Desa Sidosari 
4.  Sejarah SD N Sidosari  Arsip SD N Sidosari 
5.  Sarana dan Prasarana SD N Sidosari Arsip SD N Sidosari 
6.  Staf dan Tenaga Pendidik SD N 
Sidosari 
Arsip SD N Sidosari 
7.  Daftar Penerima KIP Soft File 
8.  Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Program 
Simpanan Keluarga, Program 
Indonesia Pintar, dan Program 
Indonesia Sehat. 
Soft File  
9.  Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 





                                                         
14Hadi Sutrisno, Metodelogi Research, (Yogyakarta: Yp Fak. Psikologi UGM, 1985), h. 89. 
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4. Partisipan dan Tempat Penelitian  
a. Partisipan  
Partisipan merupakan seseorang yang ikut serta pada penelitian skripsi ini. 
Partisipan terkait pada informan atau aktor yang akan di interview atau wawancara. 
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menetapkan 2 informan dalam penelitian ini 
yaitu antara lain Ibu Zulaikha Trimastuti selaku Bagian Operator program Indonesia 
pintar SD N Sidosari, Bapak Alhadi selaku KetuaRT Dusun Sindang Liwa Desa 
Sidosari dan 10 orangresponden pihak yang menerima bantuan program kartu Indonesia 
pintar.  
 
b. Tempat Penelitian 
Penelitian ini bertempat di Desa Sidosari dan SD N Sidosari Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan.  
 
5. Metode Pengumpulan Data 
Data merupakan informasi yang didapat melalui suatu metode untuk dikelola dan 
dianalisis dengan metode tertentu mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian 
sehingga diperoleh data yang benar-benar relevan. Menurut Sugiono, metode 
pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan metode: 
 
a. Observasi 
Observasi merupakan cara dan tekhnik pengumpulan data dengan melakukan 
pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang 
ada pada objek penelitian. Melalui observasi, penulis ikut turun ke lapangan guna 
mendapatkan sebuah data baik data primer maupun data sekunder serta dapat 
melihat langsung reaksi dari informan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat data-
data penerima KIP yang ada di Desa Sidosari Kecamatan Natar dan melihat 
pelaksanaannya di SD N Sidosari Kecamatan Natar. 
 
b. Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab secara lisan antara dua orang 
atau lebih. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 
yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
informan yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau 
kecil.
15
Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti akan 
bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab sesuai dengan 
pendapatnya, pada saat proses wawancarametode yang digunakan sesuai dengan 




                                                         




Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 
terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil dan 
hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan
16
. Terkait dengan 
dokumentasi yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan dengan fakta 
berupa data-data terkait pelaksanaan program kartu Indonesia pintar di SDN 
Sidosari Kecamatan Natar. Kemudian akan diperkuat dengan fakta-fakta tertentu 
seperti foto-foto saat melakukan wawancara dengan informan yang telah 
ditetapkan dalam data primer terkait pelakasanaan program kartu Indonesia pintar.  
 
6. Metode Analisa Data 
Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka dilakukan analisis data 
dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, dan menyusunnya 
dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan 
memeriksa keabsahan serta ditafsirkan dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya 
nalar peneliti untuk membuat kesimpulan.  
Menurut Moleong, analisa data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 




Bogdan dalam Sugiono mendefinisikan bahwa analisis data merupakan suatu 
proses pencarian atau penyususnan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara langsung, catatan lapangan serta bahan lainnya, sehingga sangat mudah 
dipahami dan penemuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Berikut tahap-tahap 
dalam anisa data yaitu: 
a. Tahap Reduksi Data 
Pada tahap reduksi data terdapat beberapa tahap yaitu:  
1) Menggorganisasikan data-data yang diperoleh, mengelompokkan hasil 
wawancara serta meringkas data yang diperoleh dari infroman atau pada 
saat wawancara.  
2) Peneliti menyusun catatan-catatan berbagai hal termasuk yang berkenaan 
dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan 
kelompok-kelompok dan pola data.  
 
b. Tahap Penyajian Data 
Setelah tahap reduksi data, selanjutnya yaitu tahap penyajian data atau 
mendisplay data. Pada penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, padat dan jelas serta bagan yang berhubungan antar 
kategori.  
 
c. Tahap Verifikasi Data 
Pada penelitian kualitatif verifikasi data dilakukan secara terus menerus 
sepanjang penelitian dilakukan. Pada awal peneliti turun ke lapangan dan selama 
                                                         
16Haidar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gama Press, 1987),h. 133. 
17 Lexy J, Moleong, op.cit., h. 280. 
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proses penelitian berjalan pengumpulan data, kemudian peneliti berusaha 
menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola 
tema, hubungan persamaan, dan kemudian dimasukkan dalam bentuk kesimpulan 
yang masih memiliki sifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari 
kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian menuju 
kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi terkait 
pelaksanaan program kartu Indonesia pintar di SD N Sidosari. Tetapi seiring 
dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka 
diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded, dimana proses ini menghasilkan 
teori umum yang diperoleh dari sebuah proses perbandingan pandangan atau 
pendapat informan dengan data yang diperoleh.  
Dalam melakukan verifikasi data pada peneitian ini dapat menggunakan teori 
Triangulasi Sumber Data, dimana teori ini dilakukan dengan cara membandingkan 
hasil wawancara dari setiap informan yang diantaranya Ketua RT, Operator KIP 
dan masyarakat penerima atau data yang diperoleh pada saat dilapangan, dan 
pengumpulan dokumen dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh informasi 





















IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR 
 
A. Implementasi KebijakanPublik 
1. Pengertian Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan kegiatan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah 
disusun secara matang dan terperinci dengan tujuan untuk mensejahterakan, menertibkan, 
serta menanggulangi permasalahan yang terjadi. Implementasi dilakukan setelah 
perencanaan dianggap sudah selesai. Sedangkan pengertian lainnya implementasi 
merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka mengahantarkan suatu kebijakan dalam 
masyarakat sehingga kebijakan tersebut mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup tiga hal yaitu: pertaama persiapan 
seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan. Kedua, 
menyiapkan sumber daya guna menggerakan kegiatan implementasi seperti sarana dan 
prasarana dan penetapan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 
tersebut. Ketiga, bagaimana menyampaikan kebijakan tersebut secara lengkap ke 
masyarakat. Implementasi pada hakikatnya upaya pemahaman terhadap apa yang 
seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dengan begitu implementasi merupakan 




Menurut Ripley dan Franklin implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-
undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan, atau suatu 
jenis keluaran yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh beberapa aktor, 
khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan.
19
Grindle 
memberikan pandangannya tentang tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan 
yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai hasil dari pemerintah. 
Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengatakan bahwa 
implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk 
undang-undang, tetapi bisa juga dalam bentuk suatu perintah atau keputusan yang 
sumbernya dari eksekutif atau keputusan lembaga peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 
menjabarkan masalah-masalah yang ingin diatasi, menjelaskan dengan  tegas tujuan dan 





2. Model Implementasi Kebijakan 
Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan 
ublik yang kerap kali dipergunakan. Terkait prinsipnya terdapat dua jenis teknik atau 
model implementasi kebijakan. Yang pertama ialah implementasi yang memiliki pola “ 
dari atas ke bawah (top-bottom)” versus “dari bawah ke atas (bottom-topper)”, dan 
implementasi yang memiliki pola paksa (command-and-control). Namum secara umum 
                                                         
18Akib, Haedar dan Antonius Tariga “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria 
Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2012, Universitas Pepabri Makasar, 2012, h. 117. 
 19Ripley, Rendal B. And Grace A. Franklin, Policy Implementation and Bureaucracy Secon Edition, the Dorsey Press, 
(Chicago-Illionis, 1986), h. 148. 
20Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2005),h. 23. 
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yang lebih dikenal model implementasi yang disebut dengan model top-down dan bottom-
up. Terdapat beberapa model dalam implementasi akan dipaparkan sebagai berikut: 
 
a. Model Implementasi George C Edward III 
Menurut pandangannya implementaasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel 
yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu: 
 
1) Komunikasi 
Menurut George C Edward III komunikasi diartikan sebagai suatu proses 
penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan 
dengan maksud agar mencapai tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang 
diharapkan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan atas pencapaian tujuan dari 
sebuah implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan 
sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Para pembuat keputusan harus 
mengetahui apa yang kan mereka kerjakan tidak terlepas dari bagaimana caranya 
mereka berkomunikasi yang baik, sehingga setiap di keputusan kebijakan dan 
peraturan harus disampaikan kepada pelaksana yang tepat. Dalam penerapannya 
kebijakan komunikasi sangat diperlukan agar para pembuat kebijakan mauapun 
implementornya dapat konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan 
diterapkan kepada masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai untuk 
mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : Transformasi, Kejelasan, dan 
Konsistensi. Transformasi yaitu cara penyamapaian informasi yang baik kepada para 
pelaksana kebijakan sehingga dapat menghasilkan implementasi yang baik. 
Kejelasan yaitu dimana dalam indikator ini informasi yang diterima para pelaksana 
kebijakan harus jelas dan tidak membuat bingung sehingga mereka memahami apa 
yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran dari kebijakan tersebut. Dan yang terakhir 
yaitu konsistensi dimana informasi yang sudah diberikan kepada pelaksana kebijakan 




2) Sumber Daya 
Meskipun suatu impelementasi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas 
dan konsisten, namun apabila didalam pengimplementasiannya kekurangan sumber 
daya maka implementasi tidak bisa berjalan dengan efektif. Indikator-indikator yang 
digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi suatu 
implementasi kebijakan terdiri dari: 
a) Sumber Daya Manusia 
Dalam menjalankan suatu kebijakan sangat bergantung dengan sumber 
daya manusia yang dimiliki, karena apabila dibandingkan dengan sumber 
daya yang lain seperti anggaran, material dan lain-lain yang kurang 
banyak artinya apabila sumber daya manusianya yang mengolah kurang 
mempunyai rasa profesional yang tinggi atau tidak kompeten. 
 
 
                                                         





Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. 
Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi dan kompeten, 
tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana, maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 
 
3) Disposisi 
Disposisi ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti 
kejujuran, komitmen dan demokratis. Disposisi atau sikap para pelaksana merupakan 
faktor penting dalam implementasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin 
berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya 
mengetahui apa yang harus mereka lakukan namun juga harus memiliki kemauan 
untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. 
 
4) Struktur Birokrasi  
Birokrasi sebagai pelaksana dalam sebuah kebijakan harus dapat mendukung 
kebijakan yang sudah diputuskan secara politik melalui cara conthnya melakukan 
kordinasi dnegan baik. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama 
yang baik dengan banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka 
selanjutnya yang terjadi adalah sumber daya yang ada tidak dapat berjalan dengan 
efektif.  
Struktur birokrasi yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek 
struktur birokrasi yang penting dari organisasi yaitu adanya Standard Operating 





B. Kebijakan Publik  
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Kebijakan publik menurut Carl Fredrich adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 
terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan 
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 
mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
23
 
Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh Thomas Dye sebagai 
apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is 
whatever goverments choose to do or not to do). Definisi ini mengandung makna bahwa 1) 
kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, 2) kebijakan 




Chandler dan Plano menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang 
strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau 
pemerintah. Kebijakan publik merupaka keputusan politik yang dikembangkan oleh 
                                                         
 22Ibid. h. 74. 
 23Leo Agustino, op.cit., h. 79. 
 24Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 113. 
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pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik ialah bahwa 
keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebutkan David Easton (1965) 
sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: para administrator, penasehat, para raja dan 
sebagainya. Easton mengatakan mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam 
rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam urusan 
siste politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu 
dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari agar 




2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dikarenakan 
melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Willian Dunn 
mengemukakan tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut: 
 
a. Tahap Penyusunan Agenda 
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalha pada agenda publik. 
Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam 
agenda kebijakan publik.  
 
b. Tahap Formulasi Kebijakan 
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 
pembuat kebijakan. Masalah-masalah itu didefinisikan untuk dicari solusi pemecahan 
masalah terbaik. Solusi pemecahan maslah tersebut berasal dari berbagai pilihan 
kebijakan.  
 
c. Tahap Adopsi Kebijakan 
Dari sekian banyak solusi kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, 
akhirnya didapat satu alternatif kebijakan tersebu diadopsi dengan dukungan 
mayoritas legislatif, dan putusan peradilan. 
 
d. Tahap Implementasi Kebijakan 
Kebijakan yang telah diputuskan dilaksanakan oelh unit-unit administrasi yang 
menggerakan sumber daya manusia dan finansial. Dalam tahap ini beberapa 
implementasi kebijakan mendapatkan dukungan dari para pelaksana namun beberapa 
yang lain mungkin akan ditentang pelaksana.  
 
e. Tahap Evaluasi Kebijakan 
Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, bertujuan untuk 







                                                         
 25Leo Agustino, op.cit., h. 212. 
 26Winarno, Budi, Kebijakan Public, (Teori, Proses, dan Studi Kasus), (Yogyakarta: Buku Seru), h. 12. 
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C. Program Kartu Indonesia Pintar 
1. Pengertian Kartu Indonesia Pintar 
Guna meningkatkan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu pemerintah membuat 
Program Indonesia Pintar sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga 
Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun 
Keluarga Produktif.  
Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar meupakan komitmen pemerintah yang 
sejalan dengan 9 agenda prioritas nawa cita pemerintahan presiden Jokowi yaitu 
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa.  
Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) menurut Tim 
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan 
tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga 
pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan kelanjutan dari 
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
27
 
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah 
bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang 
tuanya tidak atau kurang mampu dalam membiayai pendidikannya.
28
 Peserta didik adalah 
anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kartu 
Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut KIP ialah kartu yang diberikan kepada anak dari 
keluarga pemegang KKS sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manafaat PIP.  
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar 
berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K. Terkait 
pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai 
dengan kuota masing-masing. Pemberian bantuan melalaui KIP  maupun bantuan 
pendidikan lainnya bertujuan untuk mendukung program Wajib Belajar dengan 
meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang status ekonomi bawah. 
Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan 
mencegah anak putus sekolah. Pemerintah mengeluarkan bantuan ini agar dapat 
mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, seperti untuk 
membeli peralatan sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain.  
 
2. Tujuan Kartu Indonesia Pintar 
Tujuan dari program ini anatara lain: 
a. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan 
pendidikan samapai tamat/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. 
b. Meringankan biaya personal pendidikan. 
c. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak 
melanjut pendidikan akibat kesusahan ekonomi. 
                                                         
 27Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar, 2016, online tersedia di 
http://dindik.babelprov.go.id/sites/default/files/file_attach/Juknis%20PIP, diakses pada 01 Juni 2020 pukul 15.30.  
28Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar. 
30 
 





3. Landasan Hukum Kartu Indonesia Pintar 
Dasar hukum dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
e. Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan; 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 
h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010; 
i. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan; 
j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional; 
k. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
l. Instruksi Presdien Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan 
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk 
membangun keluarga produktif; 





4. Prioritas Sasaran Penerima 
Sasaran KIP adalah peserta didik berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan : 
a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 
b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); 
c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti 
asuhan; 
d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam; 
e. Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di 
daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 
(tiga) saudara yang tinggal serumah; 
                                                         
29Kemendikbud,Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 
Indonesia Pintar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 07/D/BP/2017, h. 2. 
30Ibid, h. 3. 
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f. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian 
(bidang agrobisnis, agroteknologi), perikanan, peternakan, kehutanan dan 
pelayaran/kemaritiman; dan 
g. Peserta didik pada lembaga kursus atau pendidikan nonformal lainnya.31 
 
5. Besaran Manfaat dan Penggunanaan Manfaat  
Peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak satu kali dalam satu tahun 
anggaran, dengan rincian adalah sebagai berikut: 
a. Sekolah Dasar (SD/ Paket A): 
1) Peserta didik Kelas I, II, III, IV, dan V  semester genap diberikan dana untuk dua 
semester sebesar Rp. 450.000,00; 
2) Peserta didik Kelas IV semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar 
Rp. 225.000,00; 
3) Peserta didik Kelas I semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar 
Rp. 225.000,00; 
4) Peserta didik Kelas II, III, IV, V, dan VI  semester ganjil diberikan dana untuk 
dua semester sebesar Rp. 450.000,00; 
5) Peserta didik Paket A diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 450.000,00. 
b. Sekolah Menengah Pertama (SMP/ Paket B): 
1) Peserta didik Kelas VII dan VIII  semester genap diberikan dana untuk dua 
semester sebesar Rp. 750.000,00; 
2) Peserta didik Kelas IX semester genap diberikan dana untuk satu semester sebesar 
Rp. 375.000,00; 
3) Peserta didik Kelas VII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester 
sebesar Rp. 375.000,00; 
4) Peserta didik Kelas VIII, dan IX semester ganjil diberikan dana untuk dua 
semester sebesar Rp. 750.000,00; 
5) Peserta didik Paket B diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp. 750.000,00. 
c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Paket C dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ 
SMKLB: 
1) Peserta didik Kelas X dan XI  semester genap diberikan dana untuk dua semester 
sebesar Rp. 1000.000,00; 
2) Peserta didik Kelas XII  semester genap diberikan dana untuk dua semester 
sebesar Rp. 500.000,00; 
3) Peserta didik Kelas X semester ganjil diberikan dana untuk satu semester sebesar 
Rp. 500.000,00; 
4) Peserta didik Kelas XI dan XII semester ganjil diberikan dana untuk satu semester 
sebesar Rp. 1.000.000,00; 




Program KIP ditujukan untuk membantu peserta didik agar dapat terus melanjutkan 
pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bnatuan diberikan 
langsung kepada siswa dengan pemanfaatan sebagai berikut: 
                                                         
31Ibid., h. 4. 
32Ibid., h. 5. 
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a. Pembelian buku dan alat tulis. 
b. Pemeblian pakaian seragam sekolah/ praktik dan perlengkapan aekolah (sepatu, tas, 
dan sejenisnya). 
c. Tranportasi peserta didik ke sekolah. 
d. Uang saku peserta didik. 
e. Biaya kursus/ les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal, atau 
f. Biaya praktik tambahan dan biaya magang/ penempatan kerja. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Berkaitan dengan judul skripsi ini, ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang 
ditemukan oleh penulis terkait dengan referensi mengenai Implementasi Program Kartu 
Indonesia Pintar (KIP)  dan menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian dengan judul“Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Kasus 
Kecamatan Kotabumi Selatan)”. Karya Dea Maya Sari Mahasiswa Jurusan Pemikiran 
Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung 
Tahun 2019. Persamaan penelitian ini yaitu pada implementasi kebijakan dan 
perbedaanya yaitu program yang akan diteliti. Dalam penelitian ini berfokus pada 
pelaksanaan program Bedah Rumah di Kecamatan Kotabumi Selatan.
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2. Penelitian yangberjudul “Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa SMK 
Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 
Tentang Program Indonesia Pintar)”. Kary Saras Setyawati Mahasiswa Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018. 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas 
Program KIP di Kecamatan Jeruklegi, peneliti menggunakan konsep aktivitas Ni 
Wayan Budiani dengan responden 146 siswa yang berada di Kecamatan Jeruklegi, 
hasil penelitian ini efektiviras program kartu Indonesia pintar di Kecamatan Jeruklegi 
sebesar 70%. Jika dilihat dari judul diatas terdapat sedikit persamaan, yaitu sama-sama 
membahas tentang program kartu Indonesia pintar perbedaannya, dalam Skripsi ini 
peneliti membahas hanya mengenai bagaimana tingkat efektivitas program kartu 
Indonesia pintar di tingkat SMK.
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Sekhul Islam (Univeritas Pancasakti) yang berjudul 
“Efektivitas Bantuan SiswaMiskin Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Mts 
Al-Muawanah Harjawinangun Balapulang Tegal Tahun Pelajaran 2010/2011”. Dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program bantuan 
siswa miskin di Mts Al-Muawanah dalam meningkatkan prestasi siswa mauupun siswi 
di sekolah, dalam penelitian ini subjek peneliti adalah 60 siswa yang menerima 
program bantuan siswa miskin. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini siswa yang 
mendapatkan program bantuan siswa msikin dalam prestrasinya lebih meningkat dan 
                                                         
33Dea Maya Sari, Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Selatan)(skripsi) 
(Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2019), h. 2. 
34Saras Setyawati, Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten 
Cilacap (Studi Permendikbut No.12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar, (Skripsi) (Purwoketo: IAIN Purwokerto 
2018), h. 13. 
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giat dalam belajar yang berarti bantuan siswa miskinn ini efektif untuk digunakan 
dalam meningkatkan prestasi belajar.
35
 
Bedasarkan penelitian di atas yang relevan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 
persamaan terhadap penelitian ini diantara sama-sama membahas tentang kebijakan 
program pemerintah tentang bantuan dibidang pendidikan yang berupaya untuk 
meningkatkan mutu pendidikan dan perbedaanya terhadap sasaran implementasi program 
kartu Indonesia pintar. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian ini 
akan berpengaruh pada hasil penelitian yang diperoleh. 
 














Berdasarkan kerangka pikir diatas, kita dapat mengetahui bahwasnya untuk 
mencapai tujuan dalam meningkatkan akses pendidikan, meringankan beban biaya 
pendidikan dan mencegah anak putus sekolah perlu adanya suatu strategi atau kebijakan, 
sebagaimana yang di jelaskan dalam kerangka pikir pada skripsi ini adalah teori 
Implementasi Kebijakan dari Edward III agar kebijakan tersebut dapat berhasil maka 
dirasa perlu adanya aspek atau indikator yang mempengaruhi kebijakan tersebut 
diantaranya: 
1. Komunikasi 
2. Sumber Daya 
3. Disposisi 
4. Struktur Birokrasi  
Kerangka pikir inilah yang dijadikan sebagai acuan pada saat proses penyelesaian 
skripsi ini, ke empat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam pencapaian 





                                                         
35Sekhul Islam, Efektivitas Bantuan Siswa Miskin Dalam Meningkatkan Prestrasi Belajar Siswa Mts Al-Muawanah 
Harjawinangun Balapulang Tegal Tahun Pelajaran 2010/2011, (skripsi), (Tegal: Universitas Pancasakti: 2011),hal. 23. 
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Desa Sidosari 
Kecamatan Natar 
Intruksi Presiden RI Nomor 7 
Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Program Simpanan 
Keluarga, Program Indonesia 





1. Struktur Birokrasi  
2. Komunikasi 




beban biaya pendidikan ,  dan 
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